
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencrnran Penbangunan Nasional

SALINAN
KEruTUSAN MXNITRI PEBINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

KEPAI,A BADAN PERENCANAAN PEMBANGIINAN NASIONAI,

NOMOR Kf, P.48lM.PPN / HW OA / 20 1 6
TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENIERI PERENCANAAN PEA4BANGTJNAN NASIONAL,/
KNPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAL

NOMOR IGP. 1 z/M.PPN / HK/ 02 / 2016
TENIANG

PEMEENTUKAN TtM KOORDINASI STRA'ITGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA

PEMERINIAH REPUBLIK INDONXSIA DAN UNITED NATIONS POPUUNON ruND
TAHT]N 2016

MENTER] PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/
IGPAI.A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang bahwa dalam ranSka meflingkatkan efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan keSiatan koordinasi atas program dafl kegiatan serta

koordinasi p€rencanaru\ pelakanaan, dan evaluasi pengelolaan

Progmm Keqjasafta Pemelintah Republik Indonesia dan Unitecl

Natio s Populatio frrd Siklus ke-g (Periode 2016-2020\
Pelaksanaan Tahun 2016, perlu menSubah susunan keanS8otaan

Tim Koordinasi Strategis PenSeloiaafl Progranl Kerjasana
Penrerintah Republik lndorlesia dan Llnited t\alions Population I'und
Tahun 2016;

bahwa p€jabat dan pegawai yang namanya tercafllunl dalaln

Lampirlan Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi

p€rsyaratan untuk duduk dan melaksanakan tuSas sebagai afl38ota

Tim Koordillasi Strategis Pengelolaan Program Keljasanu

Pemerintah Republik Indonesia dan Linited Natiotts Populahbfi fu d
Tahun 2016;

UndanS-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang An8Saran

Pendapatan dafl Belanja Negara Tahun Afl88aran 2016 (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan

Lenrbaran N-c8ara Republik Indonesia Nomor 5767);

b

Mengirlgat : 1

2. Peraturan
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENITRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPAI], BADAN PERENCANAAN PEA,IBANGIJNAN NASIONAL

TENTANG PERI]BAHAN ATAS KEPUTUSAN MXNIERI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL,/ICPAI"\ BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.1zlM.PPI'I/HK/O2/2016

IENTANG PEMBENTTJKAN TlM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN

PROGRAM KERJASAMA PE.MXRINIAH BXPUBLIK INDONXSIA DAN

UNITED NANONS POPUUNON TUND TAHUN 2016.

Mensubah susunan keanSSotaafl Tim Koordinasi StrateSis Pengelolaan

Program Ke{asama Pemerintah Republik lndonesia dan Uflited Natiolls

Population Futtd Tahun 2016 denSafl susunan keall88otaa1l seba8aimana

lercanlum dalam Lampirafl Keputusan inl

Segala biaya yang diperlukan dalam ranSka pelaksanaan tuSas Tim

Koordinasi StlateSis PenSelolaan ProSram Kerjasama Pemerintah Republik

Indonesia dan United Nafions Population Fund Tahun 2016 dibebankan

pada AfiZgal]an Pe[dapatan dan Belanja NeSara Kenenterian

PPN /Bappenas Tahun An88a ran 20I 5.

Menetapkan :

PERTAMA :

KXDUA :

KETIGA .

2. Peraturan Pemetintah Nomor 45 Tahun 2013 tefltan9 Tata Caru

Pelakanaan Anggaran dan Belahia Negara;

3. Peraturall Presidefl Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementeriatr Negaral

4. Petatutan Presiden Nonlor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor' 66 Tahun 2015 tentang Badan

Perencanaan PembanSunan Nasional sebaSaimana telah diubah

den8an Perafuran Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan Menteri NeSata Pereflcanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasioflal Nontor

7 Tah.ull 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan,

Pelaporafl, Pemantauan, dan f,valuasi Kegiatan dan AnsSaran;

7. Peraturan Mented Percncaflaan PembanSunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasioflal Nornor 4 Tahun 2016

teniang organisasi dan Tata Kerja Kementerial Perellca aal
Pemb4ngunan Nasional/Bada11 Perencanaan Pembangunan

Nasional;
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KETIGA Keputusan ini berlaku sejak ta[8!aal ditetapkan.

Ditetapkan diJakarta
pada tanSgal 25 Agustus 2016

MENTIN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KXPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAI,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kcpala BirorHukum,

Emmy

td.



SALINAN

LAMPIRAN
KXPUTUSAN MENTERI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.48IM.PPN / HK/ OA / 20 I 6
TANGGAL 25 AGUSTUS 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEIIERINTAH

REruBUK INDONESI A DAN UNTIED NATIONS POPULANON }LIND
TAHT]N 20I6

TIM PENGARAH

Ketua

wakil Ketua I

wakil Ketua II

wakil Ketua III

AngSota

Menteri PPN/Kepala Bapp€nas.

Sekretaris Ketuenterian PPN/s€kletaris Utama

Bappenas.

Deputi Bidang PembanSunan Maflusia,
Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementedan

PPN/Bappenas.

Deputi BidarS Kependudukafl dan

Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.

l. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat,
Keft enteri4n Kesehatan;

2. Direkhrr Jendera.l Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit, Kementerian
Kesehatafl;

3. Kepala Badan Pengembangalr dan

Pemberdayaan SDM Kesehatafl,

Kementerian Kesehatan;

4. Deputi Bidaf.i PerlindurSan Hak

Perempuan, Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlildungan Anak;

5. Sekrefads Kementedan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak;

6. Sekretaris tJt^ma, Bedafi Kepe[dudukan

dan Keluarga Berencana Nasional;

7. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat

Statistik;

8. Ketua Komnas Perempuan.

Deputi BidarS PembanSunan Manusia,

Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian

PPN/Bappenas,

C. TIM ...

B. PENANCGUNG JAWAB



C. TIM PELAKSANA

Ketua

Wakil Ketua

Aflggota

Direktur Keluarga, Perempuan, turalq Pemuda

dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Tenaga Keda dan Pengembangan

Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Direktur Kesehatan Keluarga,
Kementerian Kesehatan;

2. Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular Langsung, Kemente an
Kesehatan;

3. Kepala Pusaf Pehdiidkan SDM Kes€hatan,

Kementerian Kesehatan;

4. lep l^ Biro Pereflcanaan, Bad^n

Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasiohal;

5. Kepala Biro Perencanaan dar. Data,

Kementeriafl Pemberdayaan Perempuan

dan Perli[dungah AIuk;

6. Direktur statisfik Kependudukan dan

Ketenagakerj aan, Badan hrsat Statistik;

7. Dircktur Pendidikan Tinggi, ImEK dan

Kebudayaan, Kenrcnte afl PPN/Bappenas;

8. Dir€ktur Pendidikan dan Aga,l.r.a,

Kemente an PPN/Bappenas;

9. Direktur Kesehatan dan Cizr Masyarukat,
Kementerian PPN/Bappenas;

10. Direktur Hukum da\ ReSulasi,

Kementedan PPN/Bappenas;

11. Dir€ktu Otonomi Daerah, Kementeriah

PPN/Bappenas;

"12, Kep^Id Biro Perencanaan, Organisasi dan

Tata L€kana, Kemenleriah

PPN/Bappenas;

13. Direktur Alokasi Pend^aa n

Pembangunan) Kemente an

PPN/Bappenas;

I4. Direldur Perencanaan dan PenSembanSafl

Pendanaan PembahSunan. Kemenlerian

PPN/Bappenas;

15. Inspektur ...


